WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR &2 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!L TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Menieri Pendayagunaan Aparatur Negera dan  Reformasi
Birokrasi Nomeor 25 Tahun 202} tentang Penyederhanaan
Struictur QOrganisasi pada Insiansi Pemerintah  untule
Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Funpsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Hupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik indonesia Tahun 1945;

2 Undag-Undeng Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadwa Daerah Tingkat I Kupang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633}

3. Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 LenlLang
Pemerintahan Daerabh (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tehun 2012 Nomor 244 Tearmbehan
Lembaran Negere Republik Indonesia Nomor 5587)



stbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang WNomor 11 Tahun 2020
tentang Cipte Kergja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Momor £373);
Peraturan Pemerintah Nomor B Tihun 2016 tentang
Perangkat  Daerah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negaraz Eepublik Indonesia Nomor S5S887)
schagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerinteh Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Pergturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Megarg Republik
Indonesita Tahun 2019 Normor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indounesia Nomor 6402),
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Rceformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(BeritaNegara Republik Indaonesia Tahun 2021 Nomor
346),

Peraturan Dasrah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang |[Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun
2016 Momer 13, Toambahen Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 273] sehagaimane felah diubah
beberapa kali lerakhir dengan Peratian Daerah Kota
Kupang Nomor & Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Aras Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Xota Kupanm (Lembaran Daetah
Kota Kupang Tahun 2018 Nemer 06, Tambahan
Lembaran Dzerah Kotz Kupang Nomor 225(;



MEMUTUSEAN

Menstapkan PERATLURAN WALIKOTA TENTANCG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGS! SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA KUPANG,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini, vang dimaksud dengan -
Daerah adalah Kota Kupang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
Walikota adalah WaliKola Kupang.
Sekretariat Daerah  selanjuinya disebut Setda adeitarh Sekretnriat
Dacrah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalash Sekretaris Daerah
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Kota Kupang.

6. Badan Kesatuan Bangss dan Politik selanjumya disebut Badan adalah
Badan Hesatusn Bangsa dan Palitik Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas Derkaitan  dengan  pelayvanan publik  serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan,

5 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
lugas berkaitan dengan pelayanan fungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan kelerampilan lerieniu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASMN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Femerintah.

10.5ub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahli muda yang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas vang diamanatkan,
baik yang merupakan {urunan langsung maupun tdak langsung dar]
tugas jahatan administrator di ingkup unit kerja.



11.Unir Pelaksana Teknis Daerab vang selanjutnya disebul UPTD adalah
Unsur Pelakssana Teknis Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Hofa Kupsng.

BAB i
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan sang menjadi
kewenangan Daerah,

(2} Badan berada dibawsah dan bertangmung jawab kepada Walikota melalai
Sekretaris [aerah.

(3} Badan sebagaim:iina dimaksud pada ayat (2] bertugns membanto
Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatnan Bangaa dan
Politik Kota XKupang.

(4] Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada avat (3)
menyelenggarakan funegsi:

a perumisan kehijakan tekmis di bidang kesatuan bangsa dan politik
di Kota Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b, peleksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideclegi pancasila dan
wawasan kebangsaanpenyelenggarasan peolitik dalam negeri dan
kehidupan demokeasi, permneliharaan ketehanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragamatas dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasl kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanpanan konfllik sosial & wiavah Kota Kupang
sesual dengan ketentuan peratiran perundang-undangan:

¢ FPelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penvelenggaraan politik dalam negeri dan
kehitlupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan
budava, pembinaan kerukunan anmtar suku dsn intra suku, umatl
beragama, ras, dan pgolongan lainmsa, fastlitasi | organisasi
kemas rarakatan, serta pelaksanaan kewaspadsan nasional dan
penanganan konflik sosal di Kota Kupang sesuai dengajj ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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d, Pelaksansan cvalussi dan pelaporgn dibidang pembinaan ideolopi
Pancasila dan wawasan kebangsazn, penyeslenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonormi,
spsial dan budaya, pembinaan kerikunanan antar suku dan intra
suku, ras, dan golongan  lainmsg fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, Serta pclakaanaa_n kewaspadaan nasichal dan
penanganan konflik sosial di Kota Kupang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e pelaksanaan fasilitasi forum koordinesi pimpinsn daemab  Kota
Kupang;

{. pelaksanaan adminisirasi kesekretariatan badan kesatuan bangsg
dan politik Kata Kupang; dan

g pelaksanazan fungsi lam yang diberikan oleh Walikota.

Pagal 3

Badan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Badan
Tipe B dengan susunan organisesi terdin atas ;
8. Kepala Badarn;
b, Sekretariat dengan 1 {satu] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
. Bidang khologi Wawasan Kebangaaan dan Ketahanan FEkonomi,

Sosial, Budaya, Aparmna;
d. DGidang Poliik Dalam Negeri dan Organisasi Kemas: raralkaten;
e Bidang Kewasparaan Nasional dan Penanganan Konflik;
. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g UPTD.
Selretariat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dipimpin oleh
sekretaris yang berada di bewah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagdan,
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepasla Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggingjawab kepada Sekretaris.
Bagan Susitnan 8Strukiur Orpganisasj sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tercantum delam Lampiren dan merupakan bagian vang tidak
rerpisahkan dar Peraturan Walikota i



BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Sekrerariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

{2

tugas, pembingan, pemberian dukungan adminisitasi kepada seluruh

unit organisas i lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas sébagaimana dimalksud pada aval (1),

Sekretariat mempunyai (ungsi:

&
b.

o

pelaksanaan koordinasi kegiatan d lingkungan badan;

penyusunan rencanaprogram den anggaran badan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi badan yang
melputi penvelenggaraan urusan ketatausahasm rumah tanges,
ketatataksanaan, kepegawaian, kepustakasan, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi  hubungan masyarakat dan keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi;

pelaksanaan monitering, evaluasi dan pelaporan program kerja
badan, dan

Pelaksanaan tugas badan kin yvang di perikan oleh atasan.

Pagat h

(1] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

lugas sekretariat lingkup administrasl umum dan kepegawaian Badan.
(2] Untuk melaksanakan tupgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungs .

B

melakukan penyiapan behan dan pelaksanaan urusan kepegawalan
badan;
melakukan penyviapan bahan dan pe:dssansan urusan ketatausahaan

sHTAaTE dan prasarana rumah langgs haden;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusarl,

ketatalaksanaan, kepustakaan., tata persuratan, kearsipan dan

dokumentas! lingkup badan;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubunpan

magyarakat dan keprotokolan linglkup badan;

melakukan penyiapan bahan dan pelaksAnaan penataan organisssi
serta persturan perundang-undangan lingkup badan; dan
melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,

=i
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Pasal b

Bidang [dinlogi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekoneomi, Sesial,
Budaya, fgama mempuni/ai tugas melaksanakan sebagian tugns

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang idiologi, wawasan

kebangsaan, bele negara, karakier bangsa, pembeurtan kebangsaan,

bhineka tunggal #a dan sejarah kebangssan serta ketahoanan ekonomi,

sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

serta fasilitast kerukunan umal beragama tdan pernphayat kepercayvaan;

Untuk melakeanakan tupas sebagaimana dimaksud pads avat {J

Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Kerahanan Ekonemi, Sosial,

Budayva, Agama mempunyal fungsi :

a,

penyusunan program kerja di bidang idiclogi, wawasan kebangsaan,
bola negara, karskter bangsa, pembauran kebangsasn, bhineks
tunggal ka dan seprah kebangsasn serla ketahanan ekonom,
gsosial, dan budaya, [asilitas pencegahan penvalahgunaan narkotika
serta [asililasi  kerulunan umat beragama dan penghasat
kepercayaan di Wilayah Kota Kupang;

perumusan  kebijakan telnis di  bidanp idiclogi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakrer bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka fungpal ks dan scjpmmh kebangsaan serta  ketahanan
ekotomi, sosial, dan budaye, fasilitasi pencegahan penyalahgunasn
narkntika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaizat
kepercayaan di Wilaaah Kota Kupang;

pelaksanaan kebijakan & bidang idiologi, wawasan kebangsean,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaszn, bhineka
tunggal ika dan sejarah  kebangsaan serta ketahanan ekonoo,
soslal, dan budaya, fasilitasi pencegaban penvalahgunaan narkolika
gerta fasilitasi kerukunan umat beragama dan  penghavat
kepercayaan di Wilayah Kota Ku pang;

pelaksanaan kordinesi df bidang idiclogi, wawesan Lkebangsaan,
bela negarm, karakter bengsa, pembauren kebangsaan, bhincks
tungegal ka dan sejarah kebangsasn serta ketahanan ekonomi,
sastal, dan budaya, lasililasi pencegahan penyalahgunnan narkotka
gerta fasilitasi kerukunan wumat Dberagama dan penghbavat
kepercayaan di Wilavah Kora Kupaneg:;

pclaksanaan monitoring, eveluasi, dan pelaporan di bidang idiolog,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakrer bangsa' pembsauran



(2

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan seprah kebangsaan serla
ketahanan ekonomi, sosial, dan budav-a, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narlotika serta fasilites)  kerukunan umat
beragame dan penghayat keperceyaan di Wilaysh Kota Kupang;

f pelaksanaen fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan,

Pasal 7

Bidang Politk dalam Negeri dan Organizasi HKemasyarakatan

mempuanyai tugas melaksanakan scbagian tugas Badan Kesatuvan

Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politk, etika budaya politk,

peningkatan  demokrasi, fasilitasi kelembagean pemerintahan,

perwaldlan dan partai politik, pemilihan umum,; pemilhan umum

Kepala Dacreh. pemantavan situasi politik serta pendaftaran Ormas,

evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormes dan Crmas

asing f Wilavah Kota Kupang.

Untuk melaksanakan luges sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Biking lPolitk dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyal fungsi :

a, penyusunan program kerja di Dbidang pendidikan politik, etika
budaya wuolitik, peningkatan demokragi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/
pemilihan umum kepals, daecrsh, pemantausn situasi polidk serta
pendaftaran ormas evaluasi dan  mediasi  senglteta  ormas,
pengRwasan ormas dan ormas asing di Wilayah Kota Kupang;

b penyusunan bahan peromusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi. [fzsilitasi
kelembagaan pemerintaban, perwakilan dan partai  politik
pemilihan umum/ pemiliban umum kepala daerah, pemantauw:in
gituasi politik ascrta pendaftaren ormas, cvaluasi dan medias
sengketr OIM&s, pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah
Kota Kupang

c. pelaisanasn kebijakan di bidang pendidiken politik, etlka budaya
pulitik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan Jan partai politik perpillhan  umumy
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politk serta
pendaftaran o¢rmas, evalpasi dan  mediasi sengketa ormas,

pengawasan ormas dan ormas asing di Wilayah Kota Kdpang;
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d pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budava
palitik, peningkatan demokrssi, frsilitasi kelembagaan.
pemeTintzhan, perwakilan dan partai politk  pemiliban umum
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi pollik serta
npendaftaran ormas,  evalpasi  dan mediasi | sengketa ormas,
peligawasan ormas dan ormas asmg di Wilayah Kota Kupang;

¢ pelaksansan monitoring, evaluasi dan  pelaporen di  bidang
pendidikan politik, eftka budaya politk, peningkatan demokrasi,
fasiiitasi kelembagaan pemerintghan, perwaldlan dan partai politik
pemilitan umum/ pemiihan umum kepalea daerah, pemantauan
situasi  politik serta pendaltaran ormas, o¢valumsi dan medias
sengketa ormas, pengawasan omas dan ormas asing d Wilayah
kola Ki: pang;

f. pelaksansan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal §

Bidang Kewaspeadesn Nasional dan Pepangansn Konflik mempunyal

tugas melakgmnakan sebagain tugas Badan Kesatuan Bangsa dan

Polidk di bidang Kewaspadaan dimi, kerasama intelsjen, permantausn

orang asing, tenaga kerma asing dan lembaga esing, kewnspadasn

perbatasan  antar  negara, {asilita si kelem bagaan dibideng
kewaspadaan, gerla penanganan konflik & Witayah Kota Kupang,

Untuk meliksanakan tugas sébagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kewaspadsan Nasional dan Penanganan Keonflik mempunyai

fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewmspadaan perbatesan  antar negara, fasiitasi
kelembagaan i bhidang kewaspadasan, serta penanganan konflik di
Wilayah Kota Kupang;

b, penyusunan bahan perumusan kebijskan di bidang kewaspadaan
dini kerjasama intelejen, pemantauan vrang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan anlar negara,
fasilitasl kelembagaan dibidang kcwaspadaan, serta penanganan
konflik & wilayah Kota Kupang;

. pelaksanaan kebijakan di hidang kewaspadsan dini, kerjasama

intelgjen, pemantauan orang asing, tenega kerja asing dan lembaga
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asing, kewaspadaan  perbatasan  antar nepara, fasilitasi
kelembagaan di bidang kewaspadaan scta penanpanan konflik di
wilavah Kota Kupang;

d. pelaksanaan koordinasi d bidang kewaspadaan dini kerjasama
intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerje adng dan lembaga
asing, kewaspadarn perbatasan ardar negam,  {agilitasi
kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik o
Wieyah Kote Kupang;

e pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan & bidang
kewespadaan dini, kegasama inlelejen. pemantavan orang aeing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fagilitasi kelembagaan dibidang kevwaspadaan, serta
penanganan konflik di Wilayeh Kota Kupang;

f. pelaksanaan fungs’ lain vang di berikan pleh pimpinan.

BAG V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAI

Pasal 9

Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentn untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional! dan/atau kegiatan teknis penunjang vang
menjadi kewenangan.

UPTD schagaimena dimaksud pada ayat (1}, merupakan bagian dan
Perangkat Daerah yanpg bertangsung jawah kepada Kepala Badan.,
Ketentuan lebih lanjut mengerzu nomenklatur, jumiah dan jenis,
susunan orgamisasi, lugas dan fungsi UPTD sebagaimena dimaksud

pada ayat (i), diatur dengan Peraturan Waliknta,

BaB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan bersifat teknis sesuai
keahlian dan kebutuharn.
Kelormpok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (]
torditi cari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam
berbagal kelpropok sesual dengan hidang keahlisnnyva. -
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Jumlah den jenis jbatan fungsional sebagaimans di maksud pada ayat
(2} dientukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja vang diatur

sesunl dengan peraturan perundang -undaogan.

Pasal 11
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawsb
&ecara langsunpg kepada pejabat tingei madya, pejabat pimpinan tingg
pratama, pepabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelalksanaan tugas Jabstan Fungsional
Penentuan berkedudukan dan bertangouyns jawab secara langsung
sehapaimana dimaksud pada avat (1} disesuaikan dengen  struktur
Qrganisasi.
Kelompok Jabatan Fungsiomal dipimpin oleh Sub Keoordinator Jabatan
Fungsional yvang ditelapkan olch pepbat Pembina Kepegawaian atas
nsulan pejabat yang berwenang,
Sub Koordinator sebapaimana dimaksud pada ayat (3) melaksenakan
tugas penvusunan rencana, peleksansan, dan pengendalinn,
pemantauan dan  evaluasi, serta  pelaporan pada salu kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan

administrator.

(%) Bub Koordinator sebagaimana dimeksud padse ayat {4), terdi! atas

a. sub keoordinator substansi keuangrn dan perlengkapan;

h sub kcordinator substansi peréncanaan, ¢valuasi dan pelaporar;

e sub koordinator substansi ldealog dan politik;

d sub keordinator subsiansi hubungan partai politik, orkesmas dan
L3M;

e sub koordinator substansi  hubungan lembaga eksekurnf dan
legisiatif:

£ sub keordinator substansi pembauran dan ketahansn bangsa:

g suh koordinator substansi wawasan kebangsaan; dan

k. sub koonlinator substanst  sosial, ekonomi, budaya dan pengkajan

kerawanan.
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BABVI
TATA KERJA

Pasal 12

(1] Dalam melaksanakan tugasnys, sedap unsur organisasi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan pemeriniah daerah serfa dengan ingtansi lain i luar
pemerintah daerah sesuai dengan iugas masing-masing.

(2] Seugap uneur organisast wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil lanpgkah — kEngkah yang
diperhiken sesuai dengan peraturan perundang-undangsn.

(3) Setiap wunsur organisasi wajb bertanpgung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan  bawahannya masing-masing dan memberikan
Imbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{4] Setiap unsur orgamsass wajib mengikutl dan mematuhi petunjuk yang
diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentii maupun berlala
pada waktunya.

(5] Setiap laporan veng diterima oleh setiap unsur organisasi wajib diolah
dan dipergunakan scbagai’ bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawaharn.

) Setiep laporan yung disampaiken kepade stasan, tembusan laporan
wejib disampaikan pula kepada satuan organisasi laimmya yane secara
funpgsional mempunyai hubungan kerja.

{7) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberien bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Prde saai Peraturen Walikota mi mulai berlaku, pejpbat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetaplan pejabat vang bau
herdasarkan Perafiran Walikota ini



BAD I

KE TENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangpa! diundangikan.

Agar  getisp  crang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Walikota i dengan penempatannva dalam Berita Daecrah hota
Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada geal 31 De 2021
WALI ﬁl} PANG,

/
I~

I#JEFIRSTION B RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
da tanggal 3 Desember 2021
I=SEKR

—

FTAHRENSY RRIE STLEY FUNAY
BERMA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 579
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